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ABSTRAK

Muflahatul Hasanah. 2022, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah
Desa Dalam Mengelola BUMDES Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial
dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing:
() Mushafi Miftah,M.H (11) Ahmad Zairudin, M.H.

Kewenangan merupakan sebagai penentu, apabila kewenangan yang
diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan oleh masyarakat maka keputusan yang
dibuat akan membawa hasil yang memuaskan, oleh karena itu bagaimana
kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan salah satunya adalah siapa yang
menjadi pemegang kewenangan itu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 72 Tahun 2005) sehingga level
regulasinya adalah Peraturan Pemerintah dan tahun 2014 era pemerintahan desa
dimulai, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum
otonomi desa.

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur
secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan
desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan adat istiadat desa.

Dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disingkat
BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan
potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut
dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah
desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasional dan memberikan keuntungan serta
menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya BUMDes merupakan
institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan
kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk
pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU
Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program
ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung
jawab terhadap masyarakat.

Dengan Pendirian BUMDes setidaknya menjadi bentuk baru
kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi
pada masyarakat desa yang dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam
peningkatan perekonomian.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Desa, BUMDES



ABSTRACT

Muflahatul Hasanah. 2022, Legal Analysis of Village Government
Authority in Managing BUMDES Thesis Department of Law,
Faculty of Social and Humanities, University of Nurul Jadid Paiton
Probolinggo, Supervisor: (1) Mushafi Miftah, M.H (11) Ahmad
Zairudin, M.H.

Authority is a determinant, if the authority taken is in accordance with the
needs of the community, the decisions made will bring satisfactory results, therefore
how that authority can be truly utilized is who is the holder of that authority.

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005
concerning Villages (hereinafter abbreviated as PP Number 72 of 2005) so that the
level of regulation is Government Regulation and in 2014 the era of village
government began, with the ratification of Law Number 6 of 2014 as the legal
umbrella for village autonomy.

Village authority is the right of the village to fully regulate its own
household affairs. This authority is held by the Village Government as an element
of village administration. The village authority includes authority in the field of
village administration, implementation of village development, village community
development, and village community empowerment based on community
initiatives, origin rights, and village customs.

With the establishment of Village Owned Enterprises (hereinafter
abbreviated as BUMDes). Where the establishment of BUMDes is adjusted to the
needs and potential of the village. The establishment of BUMDes can be used as a
strategy that should be considered in village development efforts. Even in several
other village areas, this BUMDes has been operating and providing benefits and
increasing income for village finances. Basically BUMDes is an economic
institution at the village level which is sought as a means of improving community
welfare. This BUMDes has become an important part of the form of community
economic empowerment at the village level since it was included in Law Number
6 of 2014. In fact, Minister of Home Affairs Regulation Number 39 of 2010 requires
the presence of BUMDes as a center for developing community economic programs
by prioritizing the principles of openness and responsibility to the community. .

With the establishment of BUMDes, at least it becomes a new form of
community business ownership that can encourage the process of economic
equality in rural communities which can facilitate and assist the community in
improving the economy.

Keyword : Authority, Village Government, BUMDES
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